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KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ALUE AWE
KECAMATAN MUARA DUA ATAS NAMA SALMAN AL FARISI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V
angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang
Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta
Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia  Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, yang
menyebutkan dalam hal dugaan pelanggaran oleh

‘ PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan terbukti
sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b, yang
bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota
PPK, PPS, dan KPPS, untuk dijatuhi sanksi oleh KPU
Kabupaten /Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
| dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
‘ Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota

Lhokseumawe tentang Pengaktifan Kembali Sebagai

Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue

Awe Kecamatan Muara Dua atas nama Salman Al

Farisi; |
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019
Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan UUmum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
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Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemillhan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang
Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan
Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Aceh, Serta Walikota dan Wakil
Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomo 318 Tahun 2024 tentang
Pemberhentian Sementara Anggota Panitia
Pemungutan Suara Gampong Alue Kecamatan Muara

Dua Atas Nama Salman Al Farisi;




Memerhatikan: Berita Acara Nomor: 196/HK.06.4-BA/1173/2024
tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode

Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE AWE KECAMATAN MUARA DUA ATAS
NAMA SALMAN AL FARISI.

KESATU : Mengaktifkan kembali sebagai Anggota  Panitia
Pemungutan Suara Gampong Alue Awe Kecamatan
Muara Dua atas nama Salman Al Farisi untuk dijatuhi
sanksi terhadap pelanggaran kode perilaku,
sumpah/janji, dan/atau pakta integritas penyelenggara
pemilu.

KEDUA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,
ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

P )7~ -

Yuliyana




